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KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN 
Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR : PJ. 13 Tahun 2018 
NOMOR : B. 340 -DIR/INS/03/2018

Pada hari ini, Minggu tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas
(04-03-2018), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. BUDI KARYA SUMADI : Menteri Perhubungan Republik Indonesia,
berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 8 
Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 
tanggal 27 Juli 2016 tentang Penggantian 
Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 
Tahun 2014 - 2019, dalam hal ini bertindak untuk 
dan atas nama Kementerian Perhubungan 
Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut 
PIHAK PERTAMA.

2. SUPRAJARTO : Jabatan Direktur Utama, bertempat tinggal di
Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya 
tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu 
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang 
dimuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 
27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris 
Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta 
dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum 
dan HAM RI tanggal 03 November 2017 yang 
masing-masing dimuat dalam Nomor : 
AHU-AH.01.03-0187521, bertindak untuk dan atas 
nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, 
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 
44-46, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai 
PIHAK KEDUA.



Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama- 
sama yang disebut PARA PIHAK dan secara sendiri -  sendiri disebut sebagai 
PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah instansi yang berwenang menyelenggarakan 
urusan di bidang perhubungan dalam Pemerintahan.

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di 
bidang usaha perbankan.

c. bahwa PIHAK KEDUA memberikan kemudahan kepada PIHAK PERTAMA 
berupa Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan di Lingkungan Kerja 
PIHAK PERTAMA.

d. bahwa PIHAK PERTAMA menerima fasilitas tersebut untuk di manfaatkan dalam 
mendukung tugas dan fungsi PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat 
untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan 
Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, untuk 
selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat 
sebagai berikut:

PASAL1 
DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang- 
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Milik Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2011;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar 
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk lebih meningkatkan 
kinerja PARA PIHAK dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan 
perbankan, sehingga memberikan manfaat bagi PARA PIHAK.

(1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. pelayanan jasa perbankan untuk sarana dan prasarana di bidang 
transportasi;

b. kerjasama teknologi informasi dalam pelayanan perbankan yang 
dilaksanakan PIHAK PERTAMA melalui jaringan PIHAK KEDUA;

c. pengelolaan seluruh aktifitas kegiatan operasional keuangan melalui Cash 
Management System (CMS) BRI;

d. pembukaan unit kerja dan layanan produk E-Channel PIHAK KEDUA pada 
lingkungan kerja PIHAK PERTAMA;

e. pemanfaatan Layanan dan Jasa Perbankan oleh seluruh satuan kerja di 
lingkungan PIHAK PERTAMA meliputi Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP), Pelayanan Pembayaran Tiket, Pembayaran Gaji, Pinjaman 
kepada Pegawai, dan layanan jasa perbankan lainnya;

f. pemanfaatan Layanan dan Jasa Perbankan oleh para mitra kerja PIHAK 
PERTAMA; dan

g. Hal-Hal lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 3
RUANG LINGKUP
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(2) Pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk 
melakukan langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama 
sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.

(1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat 
membentuk Penanggungjawab dengan menunjuk Pejabat sesuai dengan 
ruang lingkup, peran, tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Pelaksanaan Kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk 
Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional serta mengatur hak 
dan kewajiban PARA PIHAK yang akan ditandatangani oleh PIHAK 
PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat setingkat Eselon I atau 
pejabat yang ditunjuk dilingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA 
yang dalam hal ini diwakili oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk dilingkungan 
PIHAK KEDUA.

(3) Dalam penyusunan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), PARA PIHAK dapat membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari 
wakil-wakil PARA PIHAK.

(4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselesaikan 
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak 
ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, dibebankan 
kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 
sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK yaitu 4 Maret 2018 sampai 
dengan 4 Maret 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA 
PIHAK.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 5 
PELAKSANAAN

PASAL 6 
BIAYA

PASAL 7 
JANGKA WAKTU
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(2) Dalam hal salah satu pihak akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini 
secara sepihak, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak 
lainnya, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya 
Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8 
LAIN-LAIN

Dengan adanya Kesepakatan Bersama ini, tidak membatasi PIHAK PERTAMA 
untuk berkerjasama dengan pihak lain selain PIHAK KEDUA terkait dengan Jasa 
Perbankan.

PASAL 9 
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam 
Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan 
diubah akan diatur kemudian dalam bentuk adendum yang disepakati PARA 
PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan 
Bersama.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya 
Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, 
bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat 
dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK 
PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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